ABSTRAK

Perkembangan financial technology di Indonesia memunculkan Peer to
Peer Lending. Banyaknya masyarakat yang menggunakan ini dalam meminjam
dana mendorong OJK untuk mewajibkan Penyelenggara menggandeng bank
umum sebagai Bank Penyedia Jasa. Tugas Bank Penyedia Jasa adalah mengatur
lalu lintas dana dalam penyelenggaraan Peer to Peer Lending melaluiescrow
account dan virtual account bagi Penyelenggara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab
Bank Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Peer to Peer Lending.Metode
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
empiris.Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis.Penelitian
ini menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara
dilakukan terhadap Departemen Industri Keuangan Non-Bank dan Junior Analyst
Kantor OJK Regional 11l serta Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan
Financial Technology Kantor OJK Regional I. Metode analisis data yang
digunakan adalah analisis secara kualitatif terhadap data primer dan sekunder.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa dalam
penyelenggaraan Peer to Peer Lending terdapat 4 (empat) hubungan hukum,
yaitu: (1) hubungan hukum antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman, (2)
hubungan hukum antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman, (3) hubungan
hukum antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, dan (4) hubungan
hukum antara Penyelenggara dan Bank Penyedia Jasa.

Keikutsertaan Bank Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Peer to Peer
Lendinghingga saat ini belum diatur secara jelas. Hal ini mengakibatkan belum
adanya batasan yang jelas mengenai tanggung jawab Bank Penyedia Jasa dalam
resiko gagal bayar bagi Pemberi Pinjaman dalam penyelenggaraan Peer to Peer
Lending.
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